BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Pertama, praktik kewarisan adat Besemah di Pagar Alam memperlihatkan bahwa
pewarisan tidak dijalankan melalui prosedur formal Islam maupun negara, melainkan
berlangsung secara adat dan kekeluargaan. Pembagian harta umumnya dilakukan
ketika orang tua masih hidup, dengan anak laki-laki tertua (anak tolanang) menjadi
penerima utama karena dipandang sebagai pengganti peran orang tua dalam
keluarga. Keabsahan pewarisan tidak ditentukan oleh dokumen tertulis, tetapi oleh
pengakuan kolektif keluarga serta kesaksian kepala dusun atau tokoh adat. Harta
yang diwariskan terutama berupa benda tidak bergerak seperti rumah, sawah, kolam
dan kebun, yang sekaligus menjadi simbol pusat kehidupan keluarga. Dengan
demikian, praktik kewarisan Besemah tidak hanya mengatur pemindahan harta,
tetapi juga menata struktur tanggung jawab sosial dalam kesinambungan juray.

Kedua, logika hukum keharusan dalam kewarisan adat Besemah dibangun atas
pemahaman bahwa warisan merupakan mandat keluarga yang melekat pada anak
tolanang, bukan semata hak ekonomi individual. Tradisi ini menjadi keharusan
karena bertujuan memastikan adanya satu pusat tanggung jawab yang menjamin
kehidupan saudara-saudaranya serta menjaga keutuhan. keluarga besar. Landasan
tradisi ini berakar pada nilai kekeluargaan, keyakinan moral-agama, serta prinsip
bahwa harta harus dikelola oleh pihak yang hadir dan mampu menjalankan
kewajiban sosialnya. Mekanisme pengalihan peran anak tolanang juga menunjukkan
fleksibilitas adat, karena posisi tersebut dapat digantikan jika anak tolanang utama
merantau dan tidak menjalankan fungsi pengelolaan. Oleh sebab itu, kewarisan
Besemah merupakan sistem normatif yang bekerja sebagai hukum hidup untuk
menjaga keteraturan keluarga dan mencegah potensi konflik internal.

Ketiga, dalam perspektif interaksi simbolik George Herbert Mead, kewarisan
adat Besemah menunjukkan bahwa anak tolanang bukan sekadar penerima harta,

melainkan simbol mandat otoritas keluarga yang memperolen makna melalui
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pengakuan dan praktik sosial yang terus diulang dalam kehidupan keluarga.
Sementara itu, harta warisan berupa rumah, sawah, kebun, kolam dan tombak
dimaknai bukan hanya sebagai aset ekonomi, tetapi sebagai simbol kesejahteraan dan
keberlanjutan hidup juray. Kedua simbol ini membentuk struktur makna kolektif
yang menjaga keteraturan dan pusat tanggung jawab keluarga. Dalam kerangka sadd
adz-dzari’ah, struktur simbolik tersebut sekaligus berfungsi sebagai mekanisme
preventif untuk menutup kemungkinan mafsadah, seperti konflik warisan, hilangnya
pusat keluarga atau keterlantaran anggota juray. Dengan demikian, kewarisan adat
Besemah tidak hanya memindahkan harta, tetapi menjaga stabilitas, perlindungan
dan kesinambungan keluarga lintas generasi.

Merujuk pada temuan-temuan di atas, peralihan harta warisan kepada anak
tolanang dimaksudkan sebagai langkah preventif untuk memelihara keutuhan harta
dan mencegah terjadinya konflik agar keluarga tetap utuh. Hal ini karena anak
tolanang dalam kewarisan adat Besemah tampil sebagai simbol mandat otoritas
keluarga yang memperolen makna melalui praktik sosial yang terus diulang dalam
kehidupan sehari-hari, seperti mengelola sawah, menjaga rumah panggung serta
menanggung kebutuhan saudara-saudaranya. Sementara itu, harta warisan tidak
dipahami semata sebagai aset ekonomi, melainkan sebagai simbol kesejahteraan,
keberlanjutan juray dan ketahanan pangan yang menjadi.fondasi kehidupan kolektif
keluarga. Dengan demikian, hubungan antara anak tolanang dan harta warisan
membentuk struktur makna yang saling menguatkan; otoritas lahir dari tanggung
jawab pengelolaan dan pengelolaan harta menjadi sarana menjaga identitas serta

keberlangsungan keluarga.

5.2. Rekomendasi

Berdasarkan temuan penelitian ini, studi selanjutnya disarankan untuk
memperluas cakupan wilayah penelitian pada komunitas Besemah di luar Pagar
Alam guna melihat variasi praktik kewarisan yang mungkin berkembang dalam
konteks sosial berbeda. Penelitian lanjutan juga dapat menelaah lebih dalam relasi
antara kewarisan adat Besemah dengan hukum waris Islam formal, terutama dalam

isu hak perempuan dan dinamika perubahan sosial modern. Selain itu, pendekatan



125

komparatif dengan sistem adat lain di Sumatera dapat memperkaya pemahaman
tentang pola mayorat dan mandat keluarga dalam tradisi pewarisan Nusantara.
Dengan demikian, kajian berikutnya dapat menghasilkan gambaran yang lebih

komprehensif mengenai posisi hukum adat dalam masyarakat Muslim kontemporer.

5.3. Implikasi

Penelitian ini memberikan implikasi bahwa kewarisan adat Besemah bukan
hanya persoalan hukum pembagian harta, tetapi juga mekanisme sosial yang menjaga
keteraturan keluarga dan kesinambungan juray. Implikasi akademiknya terletak pada
penguatan pemahaman bahwa hukum adat bekerja melalui simbol, legitimasi
komunal dan fungsi protektif yang selaras dengan prinsip pencegahan mafsadah
dalam sadd adz-dzari’ah. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan
refleksi bagi masyarakat adat dan pemangku kebijakan agar tradisi kewarisan tetap
terjaga, namun juga mampu dibaca secara seimbang dengan prinsip keadilan dalam
hukum Islam dan hukum nasional. Dengan demikian, kewarisan Besemah dapat
dipahami sebagai warisan budaya sekaligus pranata sosial yang relevan dalam

menjaga harmoni masyarakat.

5.4. Keterbatasan Studi

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicatat. Pertama, data
lapangan lebih banyak bersumber dari wawancara tokoh adat dan keluarga tertentu,
sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan  seluruh variasi pengalaman
masyarakat Besemah. Kedua, penelitian ini belum menggali secara mendalam
perspektif kelompok perempuan dalam sistem kewarisan mayorat, yang berpotensi
menghadirkan pembacaan berbeda terhadap tradisi ini. Ketiga, absennya penanda
historis pasti dalam narasi adat membuat kajian kronologis sulit dilakukan secara
presisi, sehingga penelitian lebih menekankan aspek makna simbolik dan fungsi
sosial. Oleh karena itu, studi lanjutan dengan cakupan informan lebih luas dan
pendekatan historis yang lebih kuat sangat diperlukan untuk melengkapi temuan

penelitian ini.
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